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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800.05/ 004 /BKPSDM-2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang  a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK)

b. bahwa untuk mewujudkan maksud diktum a diatas periu menetapkan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan keputusan Kepala Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir
Selatan

Mengingat - 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Pesisir Selatan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
engah jo Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 dan Undang-Undang

Nomor 58 Tahun 1958;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851 i

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

4. Undang — undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355 );

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438 );

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587 | sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Undang — Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5674 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 19 Januari
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang



perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentapg
Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan;

10. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2019;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Penjabaran
APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal
07 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

2019.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA © Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama dan kegiatan diemban terdapat pada
lajur 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2.Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Anggaran;
3.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
4.Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
kegiatan berupa dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi
yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2019
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
kembali sebagaimana mestinya.

i Ditetapkan di - PAINAN
Pada tanggal.._ : 38 Januari 2019
2 K .
XRNKEPES A_IAN DAN PENGEMBANGAN
YAYA MANUSIA
PESISIR SELATAN, o
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